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“LME a‘emeﬁm‘ adalak sebagal badam éamufiaﬁf

yang menampung espirasi masyarckas.” Iajuge
“merupakon wodekh komunikasi timbal ‘balik
: aﬁtam pememm‘ak Km‘amadya dam ﬁmsyamimf

g fid Pendahuluara st

HHLR Merupakan st kenyataan bahwa Iakafca sebagan Ibukota Negara
Repubhk Indonesia memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting
baik ‘dalam mendukung dan memperiancar penyeienggaraan pemerintahan
Negara. maupun dalam membangun masyarakat. Oleh sebab ‘itu untuk

_ melaksanakan _pengelolaan pemerintahan Kota Jakarta secara konsepsxona}

selaras ‘dan serasi ‘dan’ ‘berkesinambungan, maka Kota Takarta ‘dinyatakan
sebagal Daerah Khusus Ebukota berdasarkan Undang—undang Nomor 10

“Tahun 1964, R
240 Adapun s;fat—s1fat kekhususan dam Daerah Khusus Ibukota }akarta
adalah ditandal dengan L S i

(I ) : daera}z oronom tunggai sederajat Dan I
(_2} “pusat pemenm‘afzarz negara,- T

() pusar kegioran politik nasioral dan IR
(4)" tempar kedudukan kedutaan/pemala!an ‘negara lam
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_ Kemudaan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 6 Undang- undang
Nomor 'S5 Tzhun 1974 yang merupakan  landasan  hukum  bagi

penyelenggaman pemermtahan dan pembangunan secara khusus di ‘DKl

Jakarta, telah ditetapkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1550 tentang

Susunan Pemerintahan DK Jakarta, - 0

Berdasarkan Undang-undang Momor 11 Tahun 1990 tersebut

_kekhusus -

1 dalam menyelenggarakan pemerintahan DKI Jakarta, maka
ah bertanggung jawab kepada Presiden; yang daiam'.
:pat petunjuk dan bimbingan Menteri. Dalam Negerz
}uga bahwa pembmya&n penyeienggaraan fu gas—iugas: _

aSa ini dﬂengkapi dengan Lembaga Musyawamh E{o&a_
MK berdasarkan ketentuan Pa.sal 16 Unﬁang-undang

"yang sekarang berjumlah 5 (lima) buah dengan stams Wxiayah
Administrasi; dan bukan berbentuk daerah otonom, karena otonominyahanya
terdapat pada tingkat DKI yang sederajat Propinsi Daerah Tingkat 1.

Kehadiran LMK di Kotamadya dalam Wilayah DKI Jakarta, sebagai
implementasi Pasal 16 Undang-undang Nomor i1 Tahua 1990, telah
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1992,
yang.. peiaksanaanﬁya ditetapkan dengan Instruksi. Menteri. Dalam Negeri
Nomor .31 Tahun 1992 dan. Surat Keputusan Guberaur Eepala Daer&h
Khusus Thukota Jakaria Nomor 482 Ta_nun 1863, . » g vt

Berdasarkan atau menurut Pasal 10 ayat (i) Undang-undang Nam_ar
11, Tahun 1996, penyelenggaraan -pemerintahan Ibukota Negara, vang
menurut Pasal © “bersifat khusus”, berada langsung di bawah Presiden
sehingga Pemerintah Pusat dapat mencampurmya melalui “petunjuk dan
bimbingan Menteri Dalam Negeri". -

Kemudian oleh Pasal 16 disebutkan bahwa d; tlap Kotamadya daiam
lingkungan Pemerintahan DKI Jakarta dibentuk suatu Lembaga Musyawarah
Kota. Seperti diketahui, menurut Pasal 7 ayat (1), Wilayah DKI.Jakarta
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am- Wilayah-wilayah Kotamadya, ‘yang dalam %enyataan Sekarang

: yakni.Jokarta -Pusat, Jakorta Uiara, Jokarta Timur, Jokera
. _Se!az‘an dan Jakorta Boras, masing-masing dipimpin oleh seorang
Wahkotamadya Walikotamadya dibantu oleh seorang Wakil Walikotamadya.
. ... Berbeda dari Kotamadya di Propinsi-propinsi lainnya, Kotamadya di -
ak berstatus daerah otonom, sehmgga tidak dapat dilengkapi

atu’ Dewan Perwakilan’ Rakyat Daerah Tingkat 1f Kota.maciya
'uma. Pasal 16 dﬂengkapx dengan suatu LMK guna "menampung
at _dan _sebagai w&dah komunxkas1 timbai bahk antara_

: m_.gmsulmnf dengan i’ugas p@kok sesuai. dengam perammn
pem%entukannya yakni untuk menampung -aspirasi masyarakat dan sebagai
wadaty komunikasi--timbal ~balik' antara- ‘pemeriniah - Kotamadya dan
masyamkat Jadi tidak sebagai suatu badan perwakilan rakyat, Dj samping
tugas @ﬂkok tersebut dn atas LMK 3uga berfungsz sebaga1 ‘Badan Penasehat
(ﬁdwsmy Eody)

“Untuk Wengxdentnfiécaszkan lebih lanjut pengertian "Badan Konsnltatxf"
tezsebu& da atas, perlu kita kaji fung31 LMK menurut yang tertuang dalam
Pasal 16 Undang—undang Nomor 11 Tahun 1990 yang berbunyn sebagan
berikat:

”Da . mngka mempung aspzras; mm}ramkat dan sebagaa wadah
. komunikasi_timbal_balik pada. tingkat Kotamodya, dibentuk Lembaga
Mmyawamfz Koza yang keanggoieannya serdiri dari organisasi Fekuatan
" sosial pol:z:k ABRI dan unsur pemermmh yang, sefanjumya dzamr oleh
_ ____.Memerz : . :

. A _abxla d:szmak fungsa LMK tersebut dl atas, maka terdapat beberapa
hal yzmg dari segi hukum ketatanegaraan dan . pemerintahan memerlukan
kajian. secara khusus, oleh karena bagaimana pun Negara kzta menurut
Undang~undang Dasar 1945 ada!ah Neoara Hukum IS

1. .__..Dafm menyeienggamkan tuga.s' pokokfzya LEE - bezﬁmgsz Cuntuk
menerimalmenampung “dan ~menyalurkan ~aspirasi masyarakat Wilayah
Kotamadya. Negmun iidak oda disinggung kol beniuk hubum dari
nasehat-nasehat - atau rekomendasi-rekomendasi yang menfodi salok satu

“konsekuensi-logis dari penampungan’ aspivasi masyarakat tersebut di atas.
Sampai - di mana LMK mempunyal “kewenangan untuk menuaﬁgkmz
- pandangan-pandangernnya ke dalam bentuk produkwprodak hukum yang sedikic
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" Hekum dan Pembangumn'

-ﬂdak membawa akibat hulam, an‘mya bahwa saven yang. dgswnpzzakan
S e ridak dm!zywkan Waﬁkﬁ:ﬂma{fyﬂ wniuk memperﬁzankaﬂnya N\

" “Tegasnya, sampai sejauh mana pihak Walikoramadya akan memper, 3

_ {mefakmmkan) saran-saran LME i, dan sampai di mang LIK m@mpw}mi '

: :banyaﬁr mengikat .dan ~wajib. diperhatikan  olek peronghat Pémermm}a
'Kotmadya seperdi -Keputusan Wm‘tiwmmadya dcm Perazuran Daerah, .

Jxkaiau_ xzda:’c ada kome?cuenss hzskumnya apakzz}z peng&iaan Lem aga :
awarah Kota ite tidak mempczkan pemberosan?. :

‘Oleh ;karem dengan %alzmm “enyusun saran dan penye:’esmannya s,:z_;a_;

pakak, produk LMK Fanya dimalcudkan sebagai vekomendasi belaka yang

L ihak arau kgwemngan uneuk mengawasi atay memansa pe@aﬁﬁammmya Jika

yang dimaksud dengon "konsultasi-dan ‘komunilasi timbal balik® aniara’

i pemerintah Kotamadya danmasyarakat pada dasarnya benar tidak oda wkibat:
e yuridis,maka dapasdikuatirkan LMX dalam prakiek akan dfhadapsz Em:padzz &
oo Situasi yang berbede dalam melaksanakan fungsinva. - :
. :._"'_Semenmm s masik timbul pertanyacn apakah konsuliasi dow knmumk&sa;

antere LMK dan masyarakat uniuk memperoleh masukan (inpus) juga hanya
terbacas padg beniule-bentuk dialog dengan pare warga. masyarakat. tertentu

“yang bersifar mfomarﬁelaka? Apakah LMK tidak ado kewenangan uALk .
4 mengangkm aspirasi yang berkembang dalam masyarakaet ke delam suats .

bentuk ' usulan (propesal) berupa rumusan kebijaksanacn pemermm}s :
Kotamadya ataupun rancangan kepuiusan-keputusan Walikotamadya.
Hal lain berkaitan dengan tugas pokok ketiga adalah.bahwa LMK membaniu

“pemeriitah Kotamadya - agar maesyarokar dapa@‘ E)srpamsrpasz ik
' mendukung pelaksanion program pemeriniah, sedangkaﬁ progrom yang
v dimaksud dibentuk dan ditetapkan oleh pem_ermzah yamg F:zemrézs Zebzh nggz

yakni Peinerintah Dagrah DKI Jokeria,

Apabila kita kembali ke konsep Undang-undang Nemor 11 Tahun 1990 yang
menghendeld agar dalam wilayoh administratif Kotamadya di DET Jakara

i terdapas. wadak otas bodan yang menjembatani amtara pererintah dan
- masyarakas ‘Wilayoh ‘Kotameadya, ‘muka “idealnya wadah tersebut haras”

-benar-benar merupakan komunikator yang efeliif secara timbal balik qutara

pemeriniah dan masyarakat. Namun, berdasarkan ketentuan-ketentuan vang
ada sekarang, secara yuridis normatif LMK akan banyak mengalmmi

- hambatan dalam melaksanakan tugas pokoknya oleh karena tidak mempwayaz' -
: kewemngan untuk menghas:lﬂ.an praduk«pmduk hukum tertentu.

| Yang Juga perlu dtp:erkan dampaknya adafah hal kompom.s*z keanggotaan

LME yang banyak didominasi oleh aparai pemeriniahan Kotamadya, padchal

- tingkat kecerdasan masyarakes kita sekarang sudah jauh di atas masyaraka:

- Indonesia pada awal abad ke-20 di zaman Locale Raad 1910 yang didominasi

oleh pejabat-pejabar pemerintahan.
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Jaba;cziz Selretaris LMK dipegang oleh Asisten Pemerintahan Koramadya
alak baik agar sekaligus berfungsi sebagai nara sumber mengenai
' Luran-peraturan dan policy-, pol:cy pemermmhan yang berlaku. S

ika mehhaﬁ komplekszms keadaan soszal»budaya ma.wamkaz Ja.l.,arra masa
unghin Jumlah anggota LMK yang dari unsur ma.syamlat dapaz
liang gapkurang memadai, lebih-lebih karena mereka tzdakmendapa£ manda:
lengan perkaiaan lain tidok dipilih oleh vakyas,

usuran keanggotaai LMK menurut Peratiuran’ Mefzfen Dalam Negerz Nomor _
afwn 1992, Pasal 8, adalah 'sebagai berikuis: - S R

--'---Wahkatmadya karenn jabatannya menjadi Keiva LMK merang!tp /ﬁnggo:a
- Unsur: Golongan Karva ABRI 1 orang & penggami 1. omﬁg, . i
Unsar Pemerintah Lorang dan pengganti I orang; - :

Unsur PPP 1 orang dan penggami I orang;

U}zszsr PDI 1 arang dan pengganti 1 orang.

Dengan demaklan maka LMK terdm atas 11 (sebelas) orang Anggeta,

yaﬁ‘z’xg empunyal ‘hak bicara (dan hak suara) sedangkan Anggota Penggantx
hanya jika Anggota Tetap yang bersangkutan tidak (bisa) hadir, maka
jelaslah bahwa "unsur pemeriniah” sangat dominan, yakni Walikotamadya
yang.menjadl Anggota Tetap dan Ketua, Anggota Tetap dari ABRI, Anggota
_ ari Pemerintah, Anggota Temp dari Golongan Karya yang biasanya
menyuarakan opini Pemerintah, dan Sekretaris LMK/Asisten Pemerintahan
Kotamadya yang walaupun resminya tidak mempunyai hak bicara, namun di
dalam praktek akan selalu mempunyal pengaruh besar oleh karena
"information/knowledge is power."

Sementara ity yang dapat di katégorikan “murni" berasal dari
masyarakat hanyalah unsur PPP dan PDI. Keadaan demikian itu sudah tentu
akan atau dapat mewarnal proses perumusan dan penetapan keputusan LMK,
walaupun produk-produk hasil keputusan rapat LMK pada umumnya hanya
dimaksudkan sebagaz saran-saran kepada Walikotamadya. Namun, jika kita
melihat kepada isi atau bunyi Sumpah Jabatan menurut Pasal 15 Peraturan
N’eman Dalam Negera Nomor 2 Tahun 1992 maka sara- s&ran para anggota
L%ﬁ{ tersebut uda}; boleh dizmggap enteng '
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i. Peraturamperaturan mengenai pembenmkan LMK sebagalmana
. dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 1390, Pasal 16 jo.
*'penjabarannya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 2 Tahun 1992 tentang. “Lembaga. Musyawarah . Kota - di

Xota‘madya, ternyata di sana Sini menunjukkan ketidak konsistenan

. tethadap konsep dan. tujuan. LMK sebagai -penampung asplra,sg
y masyarakat dan wadah timbal balik antara masyarakat dan pemerm‘taﬁ

_Kota:nad ya

2, Karena produk LMK t1dak dxberx mfat yuradis maka tmgkat kegzatan
LMK tidak sepadan dengan landasan dan fasilitas pendukungnya serta
sumpah jabatan yang harus dilakukan oleh para anﬂgetanya &
Oleh sebab produk LMK hanya diberi tugas ‘“saran” maka

. Walikotamadya tidak terikat untuk  memperhatikaanya dan
" melaksanakannya.  Kegiatan dan’ keberadaan LMK yang hanya

A membenkan saran-saran ianpa akxbat hukum sehingga dapat diabai
oy oleh Wahkotamadya akan merupakan pemborosan keuangan Negara

_'__dan daerah di samping kemungkinan timbulnya frusirasi df’kaiangan

i para anggota LMK dan para warga masyarakat yang berkepenmgan

3. Jabatan rangkap Walxkotamadya sebagai Ketua LMK dapaz meu;adn
" “kendala bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LMK sebagai
\. _penampung aspirasi masyarakat dan wadah komunikasi timbal balik
" antara masyarakat dan pemerintah jikalau Walikotamadya ndak mampy
e _ber31kap demokratis dan fair. . s

Saran»—Saran

L Seyog}ranya LMK d:ben kewenangan untuk dapat menghasﬂkan
L _'_pmduk—produk hukum yang sesuai dengan tmgkatau dan imgkup
e :'masyarakat hukumnya, ~

2. Susunan keanggotaan LMK dapat dlsempumakan sehmgga dapat
mencerminkan keadaan sosial poht:k dan budaya, masyarakat Walayah
Kotamadya secara realistik, mengingat tingkat pendidikan masyarakat
Jakarta masa kini yang culup tinggi. Dalam hal ini sebaiknya jangan
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ipai ;_--timbui kesan adanya dominasi, oien unsur pemerintah.

Mungkm ada baiknya ;ﬂ(a kepada para anggota pengganti juga dibeﬁ_.. :
i ~hak-bicara agar ragam pandangan dan pendapat lebih banyak dan iebih
i _mende%:at; reaixtas keadaan masyarakat Wllayah Kotamadya. :

Unsur masyarakat mungkm ciapat dstambah misalnya dengan

' ']fmenglkutsertakan ‘penasehat-penasehat” dari perguruan tinggi swasta, -
-”l"’mbaga%embaga kesehatan .swasta, LBH,- organisasi -wanita, -'d ]
mb a' konsumen yang beroperam d1 Wﬂayah Kotamadya '

! ,engadakan peﬁasehat-penasehat LMK" ' yang tidak ada
angannya ~dalam, Undang undang dan Peraturan Menterx Datam_.’_
geri, serta menjabarkan Pasal 16 tentang penggunaan Uang Daerah
melalui APBD yang menurut perafuran perundang-undangan yangi. :
ber a.ku_ harus dlsetujm oieh Dewan Perwakliax} Rakyat Daerah o=
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